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DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Penanaman

Modal. Izin Usaha. lzin Perluasan. Pelimpahan.
Kewenangan.

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 66/M-IND/PER/9/2008
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI
DAN IZIN PERLUASAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang K etentuan dan Tata
Cara Pemberian 1zin Usaha Industri, Izin Perluasan dan
Tanda Daftar Industri, kewenangan pemberian izin bidang
industri berada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian

Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang K etentuan dan Tata
Cara Pemberian lzin Usaha Industri, 1zin Perluasan dan
Tanda Daftar Industri, diperlukan persigpan bagi pemerintah
daerah sehingga perlu diatur masatransisi;

. bahwa dalam rangka kelancaran penerbitan izin penanaman

modal di Indonesia pada bidang industri selama masa
transisi, perlu memberi kewenangan kepada Kepala Badan
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Mengingat :

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menerbitkan
Persetujuan Prinsip, 1zin Usaha Industri (IUl) dan lzin
Perluasan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, b dan huruf c, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri
Perindustrian.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3274);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3330);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang lzin
Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3596);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);



